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ABSTRAK

Penyelesalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang Macet Diakibatkan
Pandemi Covid 19 (Studl Kasus PT. Bank Mandiri (Persero) Thk
MBU Palembang A.Rlval)

Muhammad Dimas Anugrah, joni Emirzon, Herman Adriansyah

Pandemi Covid 19 merupakan bencana yang memlliki dampak yang sangat besar di
Indonesia, Terutama dampak ekonom| dan keuangan negara calah satu contohnya
nasabah bank yang memilikl tanggungan pinjaman untuk modal usaha. Dalam
pandenii saat inl beberapa usaha menjadi sangat dirugikan karena terhentinya
perekonomian. Sehingga sangat sullt bagi nasabah yang memiliki tanggungan hutang
kepada bank untuk membayar ketika usahanya sedang tidak berjalan. Maka dari itu
muncul permasalahan 1. Bagalmana penyelesalan perjanjian kredit usaha rakyat
yang macet Berdasarkan Peraturan yang berlaku? 2. Bagalmana langkah
penyelesaian kredit usaha rakyat bermasalah yang diambil oleh pihak Bank Mandiri
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk MBU PALEMBANG ARival yang timbul akibat
pandemi Covid 197 Dengan menggunakan metode Empiris maka dalam tulisan ini
terdapat contoh konkrit penyelesaian asalah nasabah yang sulit memenuhi
prestasinya kepada bank. Dalam Praktik ada beberapa cara yang digunakan bank
untuk menyelesaikan permaszlahan macetnya kredit akibat bencana covid 19.
Penyelesaian masalah tersebut memiliki pilihan tergantung dari kemampuan
nasabah yang bersangkutan. Tentunya dengan penilaian secara subjektf dari pihak
bank terlebih dahulu untuk menentukan apakah nasabah akan diberi keringanan
berupa perpanjangan tenor pembayaran atau dengan pemberhentian sementara
pembayaran selama beberapa bulan. Pilinan ini menjadi salah satu pilihan dari bank
unt:k menyelamatkan keuangan bank itu sendiri.

Kata Kuncl : Kredit Usaha Rakyat, Nasabah, Covid 19
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ABSTRACT

Penyelesalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang Macet Diak!batkan
Pandemi Covid 19 (Studl Kasus PT. Bank Mandiri (Persero) Thk
MBU Palembang A.Rlval)

Muhammad Dimas Anugrah, Jonl Emirzon, Herman Adriansyah

The pandemic Covid 19 Is a disaster that has a very large Impact In Indonesila,
especially the economic and financlal Impact of the state, one example being bank
customers who have loan dependents for business caplital. In the current pandeinic,
several businesses have suffered greatly due to the cessation of the economy. So It
is very difficult for customers who have debts to banks to pay when thelr business
is not running. Therefore, problems arise 1. How Is the settiement of non-
performing people’s business credit agreements based on applicable regulations?
2. What are the steps for resolving troubled people's business lnans taken by Bank
Mandiri PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk MBU PALEMBANG A. Rival arising from
the PandemicCovid 19? By using the Empirical method, in this paper there are
concrete examples of solving customer problems that are difficult to fulfill their
achievements *o the bank. In practice, there are seveial ways that hanks use to
solve the problem of credit defaults due to the covid 19 disaster. The resolution of
these proolems has a choice depending on the ability of the customer concerned. of
course, with a subjective assessment from the bank first to deteimine whether the
customer will be given relief in the form of an extension of the payment tenor or

with a temporai y suspension of payments for several mcnths. This choice is one of
the choices of the bank to save the bank's finances.

Keywords: People's Business Credit, Customers, Covid 19
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan institusi keuangan yang melakukan kegiatan
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang dalam
menjalankan kegiatan usahanya diatur oleh ketentuan yang dibuat oleh
regulator. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli
dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan
funding’ Dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana (funding)
dan kegiatan penyaluran dana ke masyarakat, perbankan harus
menerapkan Prinsip kehati-hatian.

Menurut O.P. Simorangkir dalam bukunya Seluk Beluk Bank
Komersial menyatakan bahwa Bank merupakan salah satu badan usaha
lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa.?Bank
sebagai lembaga keuangan yang terdiri atas dua jenis yaitu bank
umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum berdasarkan Undang-
undang nomor 10 tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang

! Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h.
33.
2Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT.RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2016, h. 25.



dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.® Bank
memiliki berbagai macam jasa layanan yang dapat dipergunakan oleh nasabah.
Jasa layanan ini meliputi pemberian kredit dan lalulintas pembayaran giral.
Mengenai pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat ini sangat berperan
penting, disamping sebagian besar bank masih mengandalkan sumber
pendapatan utamanya dari perkreditan, sehingga untuk mendapatkan margin
yang baik diperlukan pengelolaan perkreditan scara efisien dan efektif.
Pemenuhan jasa wuntuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka
mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan memperlancar
produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya
ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak merupakan fungsi dari
kredit itu sendiri.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,
imbalan atau pembagian hasil.*

Oleh karena itu, pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang
mengandung risiko yang berpengaruh untuk perkembangan bank dan
kelangsungan usaha bank tersebut.Dengan perkataan lain, fungsi kredit itu ialah
pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka
mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan memperlancar

produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya

ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

SPasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

‘Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2000, h. 298.



Dalam memenuhi berbagai kepentingan, manusia melakukan upaya yang
dimana salah satu wujudnya berupa kontrak atau perjanjian. Suatu kontrak atau
perjanjian memilik unsur-unsur,yaitu pihak-pihak yang berkompeten, pokok
yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan
kewajiban timbal balik.’Salah satunya yakni perjanjian kredit antara Kreditur dan
Debitur. Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata,
sehingga perjanjian kredit termasuk perjanjian innominaat (perjanjian tidak
bernama).

Perjanjian innominaat, walaupun tidak diatur secara khusus dalam KUH
Perdata, perjanjian tersebut timbul dan tumbuh serta berkembang di dalam
masyarakat. Hal ini dasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian harus memenuhi
empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan

4. Suatu sebab yang halal.

Salah satu teori dari hukum kontrak klasik adalah teori kehendak. Menurut
teori kehendak suatu kontrak menghadirkan suatu ungkapan kehendak di antara
para pihak, yang harus dihormati dan dipaksakan oleh pengadilan. Dalam teori

kehendak terdapat asumsi bahwa suatu kontrak melibatkan kewajiban yang

SLaksanto Utomo, Aspek Hukum Kredit dan Perlindungan Konsumen, Alumni, Jakarta,
2011, h.40.



dibebankan terhadap para pihak.®Saat ini peraturan tentang perkreditan banyak
diatur oleh Bank Indonesia (BI) berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat
Edaran Bank Indonesia(SEBI) dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan
Bank Indonesia.

Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan
peraturan yang kedudukannya di bawah undang-undang, tidak mempunyai
kekuatan mengikat kepada rakyat banyak. Sebuah undang-undang pada
hakikatnya merupakan perjanjian atau kesepakatan antara rakyat dengan
pemerintah sehingga semua pihak menjadi terikat dan dianggap telah
mengetahui semuanya.

Berbeda dengan peraturan di bawah undang-undang yang dibuat oleh
lembaga tertentu yang sifatnya sepihak dan berlaku kalangan tertentu saja,
ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pih Bank Indonesia sifatnya tidak berlaku
umum karena tujuannya mengatur operasional bank. Bank Indonesia hanya
mengatur ruang lingkup untuk kepentingan bank. Ketentuan Bank Indonesia
hanya mengikat bank. Masyarakat tidak terikat oleh peraturan tersebut, karena

bukan

sebagai undang-undang.

Pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), maka pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan
sektor perbankan menjadi tugas dan wewenang dari lembaga OJK. Walaupun

demikian dalam melaksanakan tugasnya, OJK tetap diwajibkan berkoordinasi

®Johannes Ibrahim,Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit
Bermasalah, PT.Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 5.



dengan Bank Indonesia. Ketentuan pengaturan dan pengawasan perbankan oleh
OJK saat ini masih memedomani ketentuan-ketentuan yang di atur dalam
Peraturan Bank Indonesia yang telah ada sebelumnya.

Dalam hukum kontrak harus memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku

yang berkaitan dengan substansi yang disepakati oleh para pihak serta segala

akibat hukum yang akan timbul. Oleh karena itu, hukum kontrak pun harus dapat
mengukur hak dan kewajiban serta akibat hukum tersebut.”

Tidak selamanya kontrak berjalan dengan baik ada kalanya salah satu
pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat, sehingga menimbulkan
sengketa diantara para pihak. Maka risiko yang mungkin timbul yaitu gagalnya
pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah
bahkan menjadi kredit macet.®

Namun untuk menyelesaikan sengketa di dalam kontrak dapat dilakukan
melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa.’Bentuk kontrak atau
perjanjian dapat ditentukan oleh para pihak, seperti halnya kontrak atau
perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur.
Kontrak atau perjanjian yang dibuat tersebut seringkali menimbulkan
permasalahan baik yang berasal dari ekstern dan intern.

Perubahan kondisi makro ekonomi perlu diwaspadai sebagai gejala

timbulnya kredit bermasalah. Beberapa kondisi yang patut diwaspadai adalah :

"Habib Adjie, Akta Notaris untuk Perbankan Syariah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2017, h.14.

8Kredit Macet merupakan bagiandari kredit bermasalah. Kredit Bermasalah ialah kredit
yang berhubungan dengan kolektibilitas kredit, yaitu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No
7/2/PBl/2005, kredit yang tergolong kredit dalam perhatian khusus (tunggakan 1 sampai 90 hari),
kurang lancar (tunggakan 90 sampai 120 hari), kredit yang diragukan (tunggakan 120 sampai 180
hari), dan kredit macet (tunggakan di atasl80 hari).

9Salim. H.S, Hukum Kontrak (Dalam Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika,
Mataram, 2003, h. 140.



1. Peraturanpemerintah
2. Resesi
3. Bencana !°

Secara umum penyebab kredit bermasalah pada Bank disebabkan oleh
berbagai macam faktor. Penyebab timbulnya kredit bermasalah dibagi ke dalam
tiga faktor, yaitu :

Pertama, Faktor Intern berupa rendahnya kemampuan atau ketajaman Bank
melakukan analisa kelayakan kredit, lemahnya sistem informasi kredit serta
sistem pengawasan dan administrasi kredit, campur tangan yang berlebihan dan
para pemegang saham dalam pemberian keputusan, seta pengikatan jaminan
kredit yang kurangsempurna.

Kedua, ketidaklayakan debitur meliputi tergangunya penerimaan debitur,
terganggunya pribadi debitur (kecelakaan, sakit, meninggal, cerai dan
sebagainya), kurangnya pengetahuan dan pengalaman usaha pengusaha, salah
urus perusahaan dan penipuan.

Ketiga, Faktor Ekstern berupa perkembangan perekonomian, bencana , dan
peraturan pemerintah.!!

Pada faktor ketiga, yaitu kasus kredit macet perbankan karena bencana
seringkali menyebabkan posisi perbankan mengalami kerugian. Bank dalam hal
ini harus melihat dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda. Pasalnya bank
sebagai lembaga keuangan juga meski bertahan untuk menjaga kelangsungan
perusahaannya. Di sisi ini sebuah bank berdiri dan beroperasi harus mengikuti
seperangkat aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak terkaitdan
berwenang sebagai bagian dari intensitas resmi dalam sebuah negara. Disisi lain
juga bahwa bank harus memikirkan nasabahnya, dalam artian bankdituntut untuk
memberikan rasa kemanusiaannya kepada para nasabah yang sedang dalam
kondisi tidak baik akibat Bencana yang terjadi.

Virus Corona 19 itu sendiri dimulai sejak bulan Desember 2019, dan

menyebar keseluruh dunia, bahkan ke Indonesia. Dampak penyebaran Virus

19Ahmad Subagyo, Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah, Mitra Wacana
Media, Jakarta, 2015, h. 51.
UJpid., h. 52.



Corona Covid-19 melemahkan perekonomian masyarakat dari semua kalangan.
Pasalnya, kebijakan pemerintah pusat tentang social distancing dan imbauan
work from home, membuat kegiatan ekonomi di tingkat bawah tercekik. Apalagi
sejak diberlakukannya penutupan toko dan pusat-pusat perbelanjaan.Yang
menjadi persoalan pada saat ini bukan harga yang melonjak tinggi. Namun,
melemahnya daya beli masyarakat secara bersama-sama lantaran hilangnya
income (penghasilan) pekerja kelas bawah yang jumlahnya cukup banyak.
Dalam perkembangannya terkait dengan adanya dampak corona virus
bagaimana usaha-usaha yang setiap hari mengandalkan peputaranuang, pastinya
terpaksa berhenti.

Akibat dari Pandemi tersebut akan membawa dampak terhadap korban
manusia, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana serta dampak
sosial ekonomi yang ditimbulkan. Namun beberapa bank juga telah mengambil
kebijakan atas penyelematan kredit kepada debitur yang tidak mampu untuk
membayar dengan cara melakukan hapus buku atau write off. Hal ini disebabkan
keadaan memaksa (force majeure) atau disebut juga overmachtyang mana
terdapat unsur ketidaksengajaan yang diartikan debitur mau membayar tetapi
tidak mampu.

Dalam keadaan memaksa ini terjadi peristiwa yang tidak terduga yang
terjadi di luar kesalahan debitur setelah penutupan perjanjian, peristiwa ini
menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya sebelum dinyatakan lalai dan
karena padasaat terjadinya peristiwa Bencana debitur belum jatuh tempo waktu
kreditnya tetapi debitur tidak mampu lagi membayar atas kreditnya kepada
kreditur/bank. Debitur merupakan korban dari bencana tersebut atau telah

terjadi suatu peristiwa keadaan memaksa atau force majeure, sehingga debitur



tidak dapat melunasi kreditnya kepada bank. Dalam hal ini unsur kesalahan tidak
berada pada debitur serta debitur tidak dapat dikatakan ingkar janji karena
adanya suatu keadaan yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan
kewajibannya untuk memenuhi suatu prestasi.

Maka dari itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa aturan POJK
No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan
Countercyclical mengatur bahwa debitur atau pemilik kewajiban kredit yang
mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk usaha
mikro, kecil, dan menengah) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi
kewajiban pada bank. Dalam kebijakan ini bahwa pada prinsipnya bank dapat
melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh
debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur tersebut teridentifikasi
terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat
batasan plafon kredit/pembiayaan.

Kualitas kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila
diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran
COVIDI19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK
mengenai penilaian kualitas aset, antara lain

a. Penurunan suku bunga

b. Perpanjangan jangka waktu

c. Pengurangan tunggakan pokok

d. Pengurangan tunggakan bunga

e. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan

f. Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan



sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur
ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang
terdampak Covid 19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi
tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu
maksimal satu tahun.

Setiap bank tentunya memiliki kebijakan yang berbeda, akan tetapi
secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK
penilaian kualitas kredit. Namun, dalam penerapan ataupun skema restrukturisasi
dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank. Hal
itu tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar
debiturnya.

Agar dapat dipahami juga oleh masyarakat bahwa OJK menekankan kepada
seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan
secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi moral hazard.

Sebagai suatu ilustrasi bentuk moral hazard dan pemberian
restrukturisasi yang tidak bertanggungjawab antara lain adalah kebijakan
restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya COVID-19
sudah bermasalah. Namun, memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan
restrukturisasi agar status debiturnya menjadi lancar. Tindakan tidak terpuji ini
yang harus dihindari oleh bank

Dalam hal ini dilakukan dengan cara tetap melakukan penagihan kepada
debitur akan tetapi tidak dipaksakan karena kondisi force majeur itu sendiri. Hal
ini kondisi write adalah kondisi dimana menghilangkan (sebuah asset) dari buku-
buku dikarenakan sebuah utang yang telah menjadi tidak bernilai. Sejalan

dengan definisi ini, Soedradjad Djiwandono, mengatakan bahwa penghapusan



pembukuan adalah pemindahbukuan kredit macet secara intern dari pos neraca
(on balanced sheet) ke rekening administratif (off balanced sheet).'? Sedangkan
menurut Dahlan M.Sutalaksana, write off didefinisikan adalah sebagai
penghapusbukuan.

Dalam Lkonteks perbankan istilah ini biasanya ditujukan untuk
mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan, seperti kredit
macet yang tidak dapat ditagih, namun demikian bank tetap berhak melakukan
penagihan atas kredit macet itu sebisa mungkin.!3Sejatinya, bencana bukanlah
sesuatu yang dapat diprediksi oleh bank, kapan kehadirannya dan sebesar apa
bencana yang bakal timbul masing-masing pihak memiliki hubungan yang tidak
dapat terpisahkan, karena hukum memberikan “hak” dan “kewajiban” pada
keduanya. Dan jika ada salah satu pihak yang melanggar atau tidak menjalankan
hubungan itu, maka hukum memaksakan supaya hubungan itu dipenuhi.

Dalam istilah asing kewajiban disebut schuld. Di samping schuld debitur
juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu haffung, maksudnya ialah bahwa
debitur itu berkewajiban untuk memberikan harta kekayaannya diambil oleh
kreditur sebanyak hutang debitur, guna pelunasan hutang tadi, apabila debitur
tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang tersebut.!*

Pemberian kredit merupakan usaha perbankan yang didukung oleh
pemerintah daerah, dimana salah satu peran pemerintah yang dilakukan untuk
menunjang kesejahteraan petani dan juga peningkatan ketahanan pangan

diberikan pembinaan kredit-kredit kepada masyarakat. Tidak selamanya kredit

125iti Ismiyati Jenie, Kredit Macet dan Penghapusanbukuannya Suatu Tinjauan
Yuridis, Dalam Seri Kajian Fisckal Dan Moneter No 20, Bina Rena Parawara, Jakarta, h.
110.

3Iswi Hariyani, Op.Cit., h. 144.

14Mariam Darus Badrulzaman,KUH PerdataBukull[HukumPerikatan Dengan
Penjelasan (Bandung: Alumni, 2006), h.1-2.



berjalan dengan lancar. Ketidaklancaran suatu kredit dapat terjadi karena
ketidakmampuan nasabah dalam melakukan kewajibannya untuk menyerahkan
prestasi.

Sebelum masalah bencana Covid-19 kredit bermasalah dapat dilakukan
penyelesaian secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah
pada tahap kualitas macet maka penanganannya lebih ditekankan melalui
beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum
(penyelesaian melalui jalur hukum). Menurut Djumhana, penyelesaian secara
administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang
menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa
tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;

b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau
seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal
pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak
menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau
sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit
berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian
tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh
atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Sedangkan, penyelesaian melalui jalur hukum antara lain:

a. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara;

b. Melalui badan peradilan;

c. Melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



Setiap Bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah,bank tanpa
kredit bermasalah merupakan hal yang aneh (kecuali bagi bank-bank baru
tentunya). Membicarakan kredit bermasalah, sesungguhnya membicarakan
risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian dapat
disimpulkan, bahwa bank tidak mugkin terhindar dari kredit bermasalah.!®

Dalam kenyataan bisnis perbankan, kasus kredit bermasalah tidak dapat
dihindari secara mutlak, sehingga setiap bank harus tetap berusaha untuk
mencegah terjadinya hal tersebut. Setiap pegawai bank yang terlibat dengan
kegiatan pemberian kredit harus menyadari besarnya tanggung jawab untuk
menekan sekecil mungkin risiko munculnya kasus kredit bermasalah.!®

Dalam bidang perbankan dampak Bencana ini juga membutuhkan
perlindungan hukum bagi debitur korban bencana dan penyelesaian hukum
berkaitan dengan kredit perbankan yang dapat memberikan kepastian hukum
yang menjadi hak bagi kreditur, karena banyak kredit yang macet akibat
dampak bencana tersebut. Dilihat dari pihak kreditur, banyaknya korban
bencana ini yang sebagian besar adalah nasabah debitur dari perbankan akan
mempengaruhi kinerja bank yang ada, mengingat sebagian dari kredit macet
tersebut sudah sangat sulit diharapkan untuk dapat ditagih.

Peraturan Bank Indoensia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006
sebenarnya telah mengakomodasi hal ini berupa penjadwalan ulang maupun
pengajuan pinjaman baru, namun peraturan ini tidak mengakomodasi
penghapusan kredit akibat bencana . Demikian juga berkenanan dengan

penghapusan kredit pada Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebenarnya

15Muhamad Djumhana, op.cit., h. 426.
16Ahmad Subagyo, op.cit., h.19.



telah dinyatakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2010
tanggal 18 Maret 2010 tentang Penyelesaian Piutang Bermasalah Pada Badan
Usaha Milik Negara di Bidang Usaha Perbankan, tetapi dalam pelaksanaaannya
masih mengalami kendala akibat adanya ketakutan para pengelola bank BUMN
terhadap potensi interpretasi merugikan keuangan negara. Dalam hal ini belum
terlihat adanya langkah nyata dari perbankan dalam menangani masalah
perkreditan akibat bencana , pihak perbankan hanya meninjau dan mendata
wilayah dan pihak-pihak yang terkena dampak bencana tersebut.

Didalam suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah
satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang sudah disepakati dari sejak
dibuatnya kesepakatan yang disebut wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi baik
karena disengaja maupun tidak disengaja, dikarenakan pihak memang tidak
mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa melakukan

prestasi tersebut.

Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yaitu: “penggantian biaya, rugi dan
bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila
siberutang, telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya,
atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan
atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya” Akan tetapi,
tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugiannya, karena
apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya bukan karena
kelalaian yang disengaja atau bukan karna iktikat buruknya maka pihak tersebut

dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 1244



KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata. Dalam Pasal 1244 KUHPerdata
menyebutkan :

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan
bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu
yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak
terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itupun
jika tidak ada iktikad buruk padanya”.

Dan dalam Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan :

“Tidak ada pergantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila karena keadaan
memaksa atau karena keadaan yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang
untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan
sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya”.

Perjanjian yang dibuat berlaku sebagai udang-undang bagi yang
membuatnya, karenanya wajib dipatuhi (pacta sunt servanda). Hal itu telah
seharusnya demikian, karena perjanjian dibuat atas kehendak bebas para pihak
tersebut yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan
berkontraktelah diterima secara universal sebagi prinsip umum dan utama dalam
hukum perjanjian yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah freedom
of contract.

Hukum perjanjian di Indonesia juga berasaskan kebebasan berkontrak
dan bersifat terbuka, sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Sifat
terbuka menurut R Subekti, mengandung asas kebebasan membuat perjanjian,
yang menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan
para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan memperjanjikan apapun yang
dikehendaki, dan perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang
membuatnya. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Buku II KUH Perdata

mengatur perjanjian secara umum.

Jika ada perjanjian khusus, maka prinsip-prinsip umum Buku III KUH



Perdata saja yang dapat diterapkan, namun untuk hal-hal-hal yang spesifik harus
didasarkan pada hukum yang mengatur hal itu. Substansi perjanjian harus sesuai
dengan undang-undang, karena Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan ‘suatu
kausa adalah terlarang, apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang.”
Pengertian pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian batal demi

hukum jika substansi memuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.

Batasan lainnya terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan
“persetujuan- persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
persetujuan diharuskan oleh kepatutan atau kebiasaan atau undang-undang”.
Pengertian pasal ini menegaskan bahwa perjanjian, selain tidak boleh memuat
kausa yang dilarang oleh undang-undang, juga tidak boleh memuat substansi
yang bertentangan dengan hal-hal yang memang diharuskan oleh kepatutan,
atau kebiasaan, atau undang-undang.

Dalam suatu perjanjian, apabila seseorang tidak memenuhi prestasi di luar
kesalahannya, dan tidak dipenuhinya prestasi itu maka tidak dapat
dipertanggung jawabkan kepadanya, maka tidak dipenuhinya perikatan itu
adalah karena adanya keadaan memaksa (force majeure). Perikatan mewajibkan
debitur untuk mencapai hasil tertentu, dari karena itu kreditur tidak perlu
membuktikan tidak tercapainya hasil itu adalah kesalahan debitur. Debiturlah
yang harus membuktikan tidak dilaksanakannya perikatan adalah di luar
kesalahannya yang disebabkan oleh keadaan memaksa.

Ada teori yang membahas mengapa dalam keadaan memaksa (force

majeur) debitur dibebaskan dari kewajiban pemenuhan (nakoming) dan



membayar ganti kerugian (schadevergoeding) yaitu:!?
1. Teori ketidakmungkinan (onmogelijkeheid),dan
2. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (afwezigheid vanschuld)

Menurut teori ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa
adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang
diperjanjikan. Ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu
ketidakmungkinan absolut atau objektif (absolut onmogelijkheid), yaitu suatu
ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasinya pada
kreditur; dan ketidakmungkinan relatif atau subjektif (relatif onmogelijkheid),
yaitu suatu ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi prestasinya.
Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (afwezigheid van schuld), berarti
dengan adanya force majeur terhapuslah kesalahan debitur atau force
majeurpeniadaan kesalahan,sehingga akibat kesalahan yang ditiadakan tadi

tidak boleh/bisa dipertanggungjawabkan.

1. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, sejarah pemikiran tentang keadaan
memaksa (force majeure) itu terdapat dua aliran atau ajaran, yaitu:'®Ajaran
yang objektif (de objectieve overmactsieer) atauabsolut

2. Ajaran yang subjektif (de subjectieve overmachtsleer) ataurelatif

Menurut ajaran keadaan memaksa yang obyektif (absolut), maka siberutang

berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin

(ada unsur impossibititas) dilaksanakan oleh siapa pun juga atau oleh setiap

orang. Misalnya: A harus menyerahkan kuda kepada B, kuda itu di tengah jalan

1"M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, h.
101.
18Mariam Darus Badrulzaman, Menuju Hukum Perikatan Indonesia, Fakultas Hukum USU,
Medan, 1986, h. 67-68.



disambar petir, hingga bagi siapa pun juga penyerahan kuda itu tidak mungkin
dilaksanakan. Dalam ajaran ini pikiran para sarjana tertuju pada bencana atau
kecelakaan yang hebat, sehingga dalam keadaan demikian siapapun tidak dapat
memenuhi prestasi.

Hal ini dapat dibaca dalam pasal 1444 KUH Perdata, di mana disebutkan
jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tidak dapat lagi
diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui
apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu
musnah atau hilang di luar salahnya si berhutang dan sebelum ia
lalaimenyerahkannya.

Menurut ajaran keadaan memaksa yang subjektif (relatif), maka keadaan
memaksa itu ada, apabila siberhutang masih mungkin melaksanakan prestasi,
tetapi praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar (ada unsur
diffikultas), sehingga dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak dapat
menuntut pelaksanaan prestasi. Misalnya: seorang penyanyi yang berjanji untuk
mengadakan pertunjukan, sebelum pertunjukan diadakan ia mendengar berita
tentang kematian anaknya hingga sukar bagi debitur untuk melaksanakan
perjanjian itu. Di samping itu Mariam Darus Badrulzaman juga menyebutkan
bentuk keadaan memaksa, yaitu bentuk yang umum dan bentuk yang khusus.
Bentuk yang umum,yaitu:'®
1) Keadaan iklim
2) Kehilangan

3) Pencurian

197pid.



Bentuk yang khusus, yaitu:

1) Undang-Undang atau PeraturanPemerintah
Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah ada kalanya menimbulkan,
keadaan memaksa. Dalam hal ini tidak berarti prestasi itu tidak dapat
dilakukan, tetapi prestasi itu tidak boleh dilakukan, akibat adanya Undang-
Undang atau Peraturan Pemerintah tadi.

2) Sumpah
Adanya sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu
apabila seseorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak
melakukan prestasi.Misalnya seorang kapten kapal partikulir yang netral
dipaksa bersumpah untuk tidak menyerahkan barang-barang yang
diangkutnya ke negara musuh. Sumpah demikian dapat menimbulkan
keadaanmemaksa.

3) Tingkah laku pihak ketiga

4) Pemogokan

Dalam praktik tidak jarang dijumpai ada peristiwa yang belum diatur
dalam hukum atau perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi tidak
lengkap dan tidak jelas. Kenyataannya memang tidak ada hukum atau
perundang- undangan yang sangat lengkap jelas sejelas-jelasnya. Fungsi hukum
adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan
manusia yang ada. Sedangkan kepentingan manusia itu adalah sangat banyak
dan tidak dapat terhitung jumlah dan jenisnya.

Di samping itu, kepentingan manusia akan terus berkembang sepanjang
masa. Peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap

harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya



dapat diterapkan peristiwanya. Dengan demikian pada hakikatnya masalah atau
perkara hukum membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya
dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat
diwujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu mengandung aspek
keadilan, kepastian hukum, dankemanfaatan.

Didalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukan klausula
mengenai force majeure. Hal iniagar para pihak mengerti antara kelalaian yang
disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena
keadaan memaksa. Namun dalam suatu perjanjian klausula mengenai force
majeure ini, tetap saja timbul masalah mengenai sejauh mana dan bagaimana
suatu keadaan dapat dikatakan dalam suatu keadaan memaksa dan bagaimana
hukum perdata memandang force majeure sebagai alasan pemaaf tidak
dilaksanankan suatu Pada umumnya perjanjian, dalam hal terjadinya suatu
keadaan memaksa akan menghilangkan hak kreditur untuk melakukan tuntutan
prestasi, atau risiko kerugian ditanggung bersama sebagaimana kesepakatan
keduabelah pihak atau pembebanan kerugian ditanggung sama besar. Sehingga
hal inilah yang menjadi latarbelakang untuk melakukan penelitian, bagaimana
risiko pelaksaaan perjanjian kredit dalam hal terjadi keadaan memaksa (force
majeure) dan bagaimana langkah penyelesaian yang diambil oleh bank dalam
mengatasi adanya kredit macet karena adanya bencana Covid 19 di PT. BANK

MANDIRI (Persero). Tok MBU PALEMBANG A.Rivai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perjanjian kredit usaha rakyat yang macet

Berdasarkan Peraturan yang berlaku ?



2. Bagaimana langkah penyelesaian kredit usaha rakyat bermasalah yang
diambil oleh pihak Bank Mandiri PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk MBU

PALEMBANG A.Rivai yang timbul akibat Pandemi Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan
penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penyelesaian kredit bermasalah dalam perbankan
sesual peraturanperundang-undangan dan akibat pandemi Covid 19 di
Palembang dikaitkan dengan keadaan memaksa (force majeure).

2. Untuk menganalisis langkah penyelesaian kredit yang diambil oleh pihak

Bank Mandiri Cabang Palembang yang timbul akibat pandemi Covid 19.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, baik dari aspek
teoretis maupun aspek praktis yaitu:
1. Aspek Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkandapat menemukan jawaban pemasalahan guna
pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan dalam penyelesaian
kredit akibat bencana sebagai keadaan memaksa (force majeure) yang dikaitkan
dengan upaya memberikan perlindungan bagi nasabah debitur bankdan
kepastian hukum, sehingga dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya dan
masyarakat pengguna lainnya.
2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran yang



bersifat konseptual bagi pemerintah dalam rangka pembentukan undang-undang
tentang Perkreditan Perbankan di Indonesia serta kebijaksanaan pemerintah
yang efektif dan efisien dan juga sebagai bahan masukan bagi pihak perbankan
(kreditur) dalam penyelesaian kredit bermasalah akibat bencana sebagai
keadaan memaksa (force majeure) dapat dalam upaya perlindungan hukum bagi
nasabah debitur bank dan kepastian hukum serta dapat dijadikan rujukan bagi

akademis dalam konteks kepustakaan hukum.

E. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.
Teori dapat diartikan sebagai sistem yang berisi proporsi-proporsi yang telah
diuji kebenarannya, sehingga dapat mengarahkan pada proses penelitian yang
dilakukan dan dapat memberikan suatu pemahaman tertentu. Teori berguna
untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses
tertentu terjadi,’° dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada
fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kerangka teori adalah

kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasusatau

permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam
penelitian.?!

Teori hukum mempelajari tentang pengertian-pengertian pokok dan
sistematika hukum. Pengertian-pengertian pokok itu seperti misalnya subyek
hukum, perbuatan hukum, objek hukum peristiwa hukum, badan hukum, dan

lain- lain, memiliki pengertian yang bersifat umum dan teknis. Pengertian-

20]TM, Wuisman, dengan penyunting M. Hisyam, Penelitian lImu-IImu Sosial, Jilid I, FE UI,
Jakarta, 1996, h. 203.
21M. Solly Lubis, Filsafat IImu dan Penelitian, Maju Mandar, Bandung, 1994, h. 80.



pengertian pokok ini amat penting untuk dapat memahami sistem hukum pada
umumnya, maupun sistem hukum positif.?? Teori yang digunakan dalam

penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Grand Theory (Teori Kepastian Hukum)

Hukum merupakan suatu alat atau sarana untuk menciptakan suatu keadilan,
kepastian hukum, dan manfaat. Sehingga hukum itu pada dasarnya ditujukan
untuk menciptakan ketertiban pada masyarakat, dalam mencapai tujuan hukum
tersebut, maka masyarakat membutuhkan suatu kepastian hukum yang akan
melindungi mereka dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Teori kepastian
hukum merupakan salah satu penganut aliran positivisme yang lebih melihat
hukum sebagai sesuatu yang otonom dalam bentuk peraturan tertulis, sehingga
kepastian hukum berguna dalam melegalkan kepastian hak seseorang.

Lon Fuller menjelaskan dalam kepastian hukum ada delapan asas yang
harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak dipenuhi, maka hukum akan
gagal untuk disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai
berikut:28

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan
putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (adhoc);

Peraturan tersebut diumumkan kepadapublik;

Tidak berlaku surut, karena merusak integritassistem;

Dibuat dalam rumusan yang dimengerti olehumum;

Tidak boleh ada peraturan yang salingbertentangan;

Tidak boleh menuntut satu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
Tidak boleh sering diubah-ubah;dan

Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. Kerangka
teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori
kepastian hukum, dimana teori ini menjelaskan kepastian mengenai
penyeleasaian kredit bermasalah yang diakibatkan oleh bencana .

© N OTA WD

Kaitannya teori kepastian hukum dengan penelitian tesis ini bahwa kepastian

hukum yang merupakan suatu norma yang harus mampu memberikan status

221,jli Rasjidi dan Ira Thanuia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2007. h. 36.



terhadap Debitur ataupun Kreditur atas terjadinya bencana , sehingga teori
kepastian hukum dapat menjelaskan bagaimana penyelesaian kredit akibat
bencana . Dengan begitu akan terlihat hak dan kewajiban masing-masing pihak
setelah terjadinya bencana

2. Middle Range Theory (Teori Perjanjian)

Perjanjian adalah suatu perisitiwa yang terjadi ketika para pihak saling
berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. 2 Menurut Subekti, Perjanjian
adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.?* Istilah perjanjian sering juga
diistilahkan dengan istilah kontrak.?s

Kontrak atau contracts(dalam bahasa inggris) dan overeenkomst (dalam
bahasa belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga
dengan istilah perjanjian. Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang
sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat
mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan
melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum
yang disebut perikatan (verbintenis). Dengan demikian, kontrak atau perjanjian
dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak
tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber
hukum yang formal.2®

Di dalam pasal 1313 KUHPerdata istilah perjanjian adalah, “perjanjian

adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya

23Wawan Muhwan Hariri,op.cit .hlm.119.
24Subekti,Hukum Perjanjian , (Jakarta:intermasa,1991),hlm.1.
28Abdul Rasyid Salimandkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus,
(Jakarta:Kencana,2007),hlm.49.
26Wawan Muhwan Hariri,loc. cit.



terhadap satu orang atau lebih.”

Salim H.S, mengatakan , istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata

ooverenkomst(Belanda) atau contract (Inggris). Ada dua macam teori yang

membahas pengertian perjanjian?’,yaitu:

1) Teori Lama

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan

hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi

diatas , telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum

(tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban).28

g)

h)

Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama??,yaitu:

Adanya perbuatan hukum

Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang .

Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dan dinyatakan.

Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai harus saling bergantung
satu sama lain;

Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum,;

Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal
balik;

Persesuaian kehendak harus denan mengingat peraturan perundang-

undangan.

2) Teori Baru

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne , yang diartikan

2TSalim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta:Sinar Grafika,2014),hlm.160.
28]bid.
2]bid, him.161.



dengan perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum antara kedua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Teori baru
tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian semata , tetapi juga
harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.*’

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

a) Tahap pracontractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;3!

b) Tahap contractual, yaitu adanya perseusaian pernyataan kehendak antara para
pihak;32

c) Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.®3

Dengan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian memiliki
tiga hal penting,yaitu:

a) Kedua belah pihak

b) Sikap saling mengikatkan diri atau bersepakat ; dan

c) Pelaksanaan perbuatan yang berhubungan dengan harta kekayaan yang dapat
dinilai dengan uang.3*

Agar suatu perjanjian dapat mengikat dan sah antara kedua belah pihak,
maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang telah
diatur dalam Pasal 1320 KUHPer,yaitu®s:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
c. Adanya suatu hal tertentu

d. Adanya suatu sebab yang halal

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi ( a dan b ), maka perjanjian
dapat dibatalkan ( syarat subjektif ). Adapun apabila dua syarat yang terakhir
tidak dipenuhi ( ¢ dan d ), maka perjanjian ini batal demi hukum ( syarat objektif
)3. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan
tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian

yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum

S0Wawan Muhwan Hariri,op.cit.hlm.120.
SlSalim H.S,op.cit.hlm.161.

321bid.

331bid.

34Wawan Muhwan Hariri,op.cit,hlm.122.
35p.N.H.Simanjuntak, op.cit. hlm.2817.
36/bid,hlm.288.



adalah batal demi hukum . Adapun perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu
pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.%?

Sementara itu di dalam Hukum Kontrak (Law of Contract)Amerika,
ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:3®
1) Adanya offer (penawaran) dan acceptance (penerimaan)

2) Metting of minds (persesuaian kehendak)

3) Konsiderasi (prestasi)

4) Competent legal parties (kewenangan hukum para pihak) dan legal subject
matter (pokok persoalan yang sah)

3. Applied Theory (Teori Perlindungan Hukum)

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
dinyatakan, bahwa setiap manusia di depan hukum berhak mendapatkan
perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi, yang dikenal dengan
asas “equality before the law”.

Berkaitan dengan perlindungan hukum, Fitzgerald, menjelaskan dalam
teori perlindungan hukum Salmond:
hukum Dbertujuan mengintegrasikan dan mengkordinasikan berbagai
kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,
perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara
membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah
mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukummemiliki otoritas
tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan
dilindungi.®®

Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo, menyatakan perlindungan hukum
adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM)
yangdirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat
agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon

menyatakan bahwa:

S1Ibid
38Salim H.S, op.cithlm.162.
39Satjipto Raharjo, lImu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53-59.



“Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan
pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum negara
dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut
guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu
pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih

mengikat dan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak

yangmelanggarnya”.4°

Perlindungan akan menjadi hak bagi setiap warga negara, disisi lain
perlindungan hukum ini merupakan kewajiban bagi negara. Menurut Satjipto
Raharjo memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang
dirugikan oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri adalah bentuk dari
perlindungan hukum.*!

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan
oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara lain nilai dasar dari
hukum yakni adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan

hukum, meskipun pada umumnya dalam praktiknya ketiga nilai dasar tersebut

bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut
bersamaan. Oleh karena itu, fungsi hukum juga harus melindungi rakyat dari
bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari
orang lain, masyarakat maupun penguasa.

Di samping itu, berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi
sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan,
keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum vyaitu
pendukung hak dan kewajiban.Keadilan tersebut di atas merupakan perwujudan

dalam menyelesaikan kredit macet dalam kaitannya dengan bencana dan yang

40Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina llmu, Surabaya,
1987, h. 208.
41Satjipto Raharjo, op.,cit .h. 54.



harus memenuhi kepastian hukum dan keadilan, diperlukan suatu sikap yang
jujur dan profesional dari kedua belah pihak yaitu kreditur dandebitur.
Teori-teori ini menunjukkan bahwa adanya suatu keharusan berupa
kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.
Dengan demikian teori perlindungan hukum dipandang tepat untuk digunakan
sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, sebab dengan dikajinya suatu
perlindungan hukum terhadap subyek hukum yang dirugikan, maka dapat
diketahui sejauh mana negara menjalankan kewajibannya dan sejauh mana
subyek hukum menerima haknya yang hilang akibat dari terjadinya bencana

yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk
memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu
pengetahuan merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis
dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia senantiasa
dapat diperikasa dan ditelaah secara kritis, dan terus berkembang berdasarkan
penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuhnya. Hal ini disebabkan oleh
karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui

dan mendalami.*?

Dalam melakukan kegiatan penelitian perlu didukung oleh metode yang
baik dan benar, agar diperoleh hasil yang tepat dan dapat dipertanggung
jawabkan kebenaranya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode
merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam pelaksanaan kegiatan
penelitian. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan

pada metode berupa cara berpikir dan berbuat untuk persiapan penelitian,

42Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia. Hlm. 30.



sistematika, dan pemikiran tertentu untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-
prinsip dengan sabar, berhati-hati, dan tersistemaatis.*3
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya
data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.
Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku
masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan
berhubungan dalam aspek kemasyarakatan

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya adalah penelitian
berupaya untuk menggambarkan, memaparkan dan menganalisa permasalahan
yang timbul untuk kemudian dicari jawaban yang benar sebagai solusi dalam
menjawab permasalahan yang ada. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian
deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya
adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar membantu memperkuat
teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru.**
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah Data

yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti dari pihak bank
Mandiri maupun Nasabah yang melakukan pinjaman kredit terhadap bank.
Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-
Undang Perbankan berikut Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank

Indonesia, Undang-Undang Penanggulangan Bencana , Undang-Undang

43Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2002.Metodologi Penelitian.Jakarta : PT.Bumi
Aksara. Hlm. 1.
44Soerjono Soekanto, op.cit., Hlm. 43.



Konsumen, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
pelaksanaanlainnya.

Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi tentang hukum yang
merupakan dokumen tidak resmi, hasil-hasil penelitian, termasuk tesis, disertasi,
buku teks, berbagai buletin, jurnal ilmiah para pakar di bidang hukum
yangberkaitan dengan perbankan dan perkreditan, serta komentar atas putusan
hakim.

Bahan hukum tertier berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia,
kamus bahasa Inggris, Black’s Law Dictionary, kamus bahasa Belanda dan
ensiklopedia. Bahan-bahan hukum ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan/atau
memberikan arti dari suatu konsep yang belum jelas maknanya, baik dalam
bahan hukum primer maupun melalui bahan hukum sekunder.

Studi lapangan (field research). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk
memperoleh data dari lapangan, tempat di mana diadakan penelitian ini yaitu di
Bank Mandiri Cabang Palembang.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian di lakukan dengan

menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian

lapangan (field research). Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

a Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca,
mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa bahan hukum
yangdiperlukan.

bh. Pedoman wawancara digunakan dalam melakukan wawancara terhadap
informan yaitu Asti Priadi selaku Cluster Head Bank Mandiri cabang A.Rivai

Palembang dan notaris Mitha Miranda Sari, S.H.,M.Kn. diPalembang.



4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

1)

2)

3)

Pengumpulan bahan hukum penelitian empiris yang utama yaitu dengan

tenknik wawancara dan menginventaris dan studi dokumen atau bahan
pustaka baik terhadap buku-buku ilmu hukum yang mengandung konsep-
konsep hukum dan peraturan perundang-undangan, serta informasi melalui
internet yang dianggap relevan dengan permasalahan hukum yang sedang
diteliti. Serta data yang didapat dilapangan.

. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Pengolahan bahan hukum penelitian dilakukan dengan tahapan-tahapan

sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief
Sidharta, yaitu dengan menstrukturkan, mendeskripsikan, mensistemasikan

bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam tiga tataran,*s yaitu :

Tataran Teknis, yaitu dengan menghimpun, menata, dan memaparkan data
lapangan dengan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum
untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum
dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem
hukum yang koheren.

Tataran teleologis, yaitu dengan mensistematisasi peraturan hukum
berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan
material yuridis dalam prespektif teleologis sehingga sistemnya menjadi
lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai
patokan sestematisasinya.

Tataran sistematika ekternal, yaitu dengan mensistematisasi hukum dalam
rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup
masyarakat. Sehingga dapat ditafsirkan ulang pengertian yang ada dan
pembentukan pengetian yang baru dengan menerapkan metode
interdislipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk
berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan ke masa depan.*®

Dengan teknik pengolahan bahan hukum yang telah diuraikan diatas,

diharapkan akan diperoleh suatu pemahaman yang tepat

“5Bernard Arief Sidharta. 2000. Refleksi Tentang Struktur [Imu Hukum. Bandung : CV.

Mandar Maju. Hlm.39.

46]bid.



6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian
Analisis bahan hukum penelitian yang sebelumnya telah dikumpulkan atau

dihimpun akan ditafsirkan melalui teori-teori hukum, kemudian dianalisa secara
kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara
mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap
artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis.*’
Proses pengumpulan ini dilakukan berdasarkan relevansi materi terkait sehingga
dapat menunjang subtansi kerangka teori analisis penelitian ini.
1. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penyusunan tesis ini menggunakan
metode berfikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang
ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar

dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang khusus*8.

4IAbdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti. Bandung. Hlm. 172.

48Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung :CV. Mandar
Maju, 2002),hlm. 23.
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